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GUBERNU JAWATENGAH 

PERATURAN GU1ERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 4J4 TAHUN 2019 

T 1NTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINS! JAWA TENG H TAHUN ANGGARAN 2020 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang : bahwa sebagai pel ksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 17 T hun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daer Provinsi J awa Tengah Tahun Anggaran 

• 

2020, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapat n dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Prol' insi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan­ 
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan egara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan N epot sme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 N · mor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo11es1a Nomor 3851); 

3. Undang-Undang I omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambhl1an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); , 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben­ 
daharaan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 No or 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

.. 
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5. Undang-Undang N1omor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan da Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

. 
6. Undang-Undang omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pe bangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indone ia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang I omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Un dang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republil{ 
Indonesia Tahu 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik ndonesia Nomor 5049) ; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem baran 
Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lemb an Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembar n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) se agaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pen ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Peruba Ian Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang emerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indon sia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5589); 

11. Peraturan Pem rintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Prot koler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana t1 lah beberapa diubah terakhir dengan 
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Peraturan Pemer ntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketig Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tent g Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan dan A ggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

12. Peraturan Peme intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keu ngan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republi Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagai lana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Norn r 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keu gan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lemb an Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Peme tah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Le baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemer ntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keu gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republi Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
telah diubah de gan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Pe ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 fentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

15. Peraturan Pem rintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman PenY1isunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Ta 

1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 45BS); 

16. Peraturan Pemer ntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran 



4 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemeri tah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah D n Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

. 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indonesia Nomo 5161); 

18. Peraturan Pemer ntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akunt si Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indone ia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Peme intah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 N mor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones a Nomor 5219); 

20. Peraturan Perneri tah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembar · Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. 

22. 

23. 

24. 

Peraturan Pemerlntah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan dministratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan R at Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

Peraturan Peme intah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keu ngan daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara republik ndonesia Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan da Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Negara R publik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

Peraturan Daerah Provinsi J awa Tengah N omor 1 Tahun 
2008 tentang engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tamb han Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 7); 

------' -· -- ·- .. 
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25. Peraturan Daer Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pe bahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Ten ah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Retribusi 
Daerah Provinsi awa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7, No reg Peraturan Daerah 

26. Peraturan Daer · Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2011 ten tang P dak Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan PeraturJ Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 
Tahun 2017 te tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran 
Daerah Provinsi J.awa Tengah Tahun 201 7 N omor 7); 

ME UTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBE�NUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! JAWA 
TENGAH TAHUN A GGARAN 2020. 

Pasal 1 

. 

Rp. 28.301.075.368.000,00 

p. 15. 993.530.006.000,00 
p. 12.214.821.794.000,00 

92.723.568.000 00 • 

Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana perimbangan 
c. Lain-lain pendapatan daera.h 

yang sah 
Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja pegawai 
2) Belanja bunga 
3) Belanja subsidi 
4) Belanja hibah 
5) Belanja bantuan sosial 
6) Belanja bagi basil kepada 

Kabupaten/Kota 

Rp. 6.071.250.541.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 5.858.652. 916.000,00 
Rp. 48.292.000.000,00 

Rp. 5.682.574. 986.000,00 
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7) Belanja bantuan keuangan 

Kepada Kabupaten/Kota 
Dan Pemerintahan Desa 

8) Belanja tidak terduga 
Jumlah Belanja Tidak Langsung 

�p. 2.230.287.953.000,00 
kp. 20.000.000.000.oo 
I 

p. 19. 911.058.396.000,00 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja pegawai 
2) Belanja barang dan jasa 
3) Belanja modal 

Jumlah belanja langsung 
Jumlah Belanja 
(Defisit) 

�P· 1.093.683.575.000,00 
Rp. 5.013.826. 732.000,00 

3 .008 .006.040. 000,00 
9.115.516.347.000,00 

29.026.574.743.000,00 
725.499.375.000 00 

NIHIL 
un 

Rp. 805.499.375.000,00 
�p. 80.000.000.000,00 
�p. 725.4_99.375.000,00 

Pem biayaan : 
c. Penerimaan 
d. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran T 
Berkenaan (SILPA) 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran P ndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahk dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 
Perincian Penjabaran Anggaran Pe dapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 sebagaim a tercantum dalam Lampiran II, Lampiran 

III, Lampiran IV dan Lampiran V y g merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal4 

Pelaksanaan Penjabaran Anggar n Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Gu ernur ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggar . Satuan Kerja Perangkat Daerah 

ketentuan Peraturan Perundang-u dangan. 

• sesuai 
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Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Desember 2019 

Gu . B ' '(�·RN ' I ·. U 'R ' JiA ' w · . 'A · ' 1:'E'N .' ·a ·' 'A ' H' ·., 1·· 1=l .. <' · ... ·., .<' .. JI·:. ·.:. •.- ·:I. ·.: .. t . .. . . . . . . . . .. . .,. 

ttd 

1GANJ.AR. PRAN01W01 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 17 Desember 2019 

• 

Pl ,. ;::,E , -v·a 1,, ,17-'rn" 1 ·• 1tRJ1 11·� D .I'!.. ·;rr;;, 1,· · · · · 1' ·, JP ' ·R · 'O'V ' · 1N · ,�m 1 ,,_.,.bJ.! rl ��.!Jl.fi ·;_:, .il', ... � ;_: .. _' 1,1 I. ;_:.1._ ....... • •. ···. lk]liJIJ. 

JiA . ·w · J!I T;rr;;"'N ' . a · J!I 1H ·, ' . i·. ·. ··.h. , .� :·. l-.'- �h .I 
,, 

ttd 

H-�R-IR'U SE1"1'A'DHru·E I 1·,1·i'' ·.- .. ·.-1 . 1,. _,I •. ,_I,'. .. , : ,-, .·. ,_.I,, 11 .. : 

BERITA DAERAH PROVINS! '-TAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 44 


